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BADAN PENGAWAS PTMILIHAN UMUM
PROVIITSI ST'LAU'ESI BARAT

PUTUSAI{

Nomor: 04 / ADM / BWSL. PROV-3O. OO / PEMILII I Dq zALg

Menlmbang : a) Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, telah mencatat

dalam Buku Penerimaan Berkas Laporan Pelanggaran

Administrasi Pemilu, Laporan dari :

1, Nama

Alamat/Tempat

Tinggal

Jabatan

2. Nama

Jabatan
u

I

Alamat/Tempat

Tinggal

Jabatan

3. Nama

Jabatan

Alamat/Tempat

Tinggal

: SYOFIAN ALI, S.Pd.I

: Lembang Kel. Lembang Kec.

Banggae Timur, Majene.

: Ketua Bawaslu Kab. Majene Divisi

Hukum, Penindakan Pelanggaran,

dan Sengketa.

Muh. Dardi,S.Pd

: Anggota Bawaslu Kab. Majene

Divisi SDM, Organisasi, Data dan

Informasi.

: Rangas KeI. Rangas Kec. Banggae,

Majene.

: Pengacara

: INDRIANAH MUSTAFA, S.Pd

: Anggota Bawaslu Kab. Majene

Divisi Pengawasa:r, Hubungan

Masyarakat dan Hubungan Antar

Lembaga

: Pangali-A1i Kel. Pangali-Ali Kec.

Banggae, Majene.

/:

+
+{

Selanjutnya disebut Penemu.

MELAPORKAN

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene (Selanjutnya

disebut Terlapor) dengan Temuan bertanggal 31 Agustus
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2018 atas dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang

telah diregistrasi dengan Nomor: 04 / ADMIBWSL.PROV-

30.00/PEMILU/X /2OL8 tanggal 4 September 2018. ---------

- Telah membaca l,aporan Penemu;

- Mendengar Jawaban Terlapor

- Mendengar Keterangan Saksi yang masing-masing

diajukan oleh Penemu maupun Terlapor;

- Mendengar Keterangan lembaga terkait; dan

- Memeriksa dan mempelqjari dengan seksama segala

bukti-bukti yang di4jukan Penemu maupun Terlapor.

b) Bahwa Bawaslu Frovinsi Sulawesi Barat telah memeriksa

l.a.poran Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan

hasil sebagai berikut:

1. l.aporan Penemu

Bahwa Penemu telah menyampaikan laporan secara

tertulis ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, yaitu : -----

a) Bahwa KPU Kabupaten Majene mengumumkan

Daftar Calon Sementara (DCS) pada tanggal t2

Agustus 2018 yang kemudian dilanjutkan dengan

tahapan masukan dan/atau tanggapan tanggal 12

s/d 21 Agustus 2018;--

b) Bahwa tahapan klarifikasi atas Masukan dan/atau

tanggapan masyarakat dimulai tarrggal 22 s/d 28

Agustus 2018;----

c) Bahwa KPU Kabupaten Majene menerima Masukan

dan/atau tanggapan dari masyarakat terkait

dokumen syarat Calon Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Majene, Pa.rtai Gerakan

Indonesia Raya (Gerindra) Dapil Majene 1 (satu) atas

nama Drs. H. M. TASRIF A. TJINTA;-------

d) Bahwa masukan dan/atau tanggapan terhadap Drs.

H. M. TASRIF A. TJINTA masih dalam masa tahapan

Masukan dan/atau tanggapan masyarakat, dan

seharusnya KPU Kabupaten Majene melakukan

klarifikasi terkait dokumen persyaratan calon

anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah

Kabupaten M4jene yang menjadi objek tanggapan;---

+
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e) Bahwa sampai dengan berakhirnya tahapan

klarifikasi atas masukan dan/atau tanggapan

masyarakat pada tanggal 28 Agustus 2018, KPU

Kabupaten Majene tidak melakukan klarifikasi pada

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sebagai

Partai pengusung calon anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Majene atas nama Drs. H.

M. TASRIF A.a

:,1 i'rii",

Petitum;

1. Menyatakan KPU Kabupaten Majene telah

melakukan pelanggaran administratif Pemilu

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 Tentang

Pemilihan Umum;

2. Menghukum KPU Kabupaten Majene untuk

melakukan klarifikasi pada Partai Gerakan

Indonesia Raya (Gerindra) Kab. Majene atas

masukan dan/atau tanggapan masyarakat

terhadap dokumen pengunduran diri dari Pegawai

Negeri Sipil calon anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Majene Dapil Majene 1

(satu) atas nama Drs. H. M. TASRIF A. TJINTA;----

3. Menjatuhkan hukuman teguran tertulis kepada

KPU Kabupaten Majene;--

4. Jikalau majelis pemeriksa berpendapat lain,

mohon putusan seadil-adilnya (ex aquo et bono).

2. Bahwa untuk menguatkan laporannya, Penemu

melampirkan bulrti surat/ tulisan sebagai berikut: ---------

Bukti P- 1 : Salinan Surat Tanggapan Pemerintah

Daerah Kab. Mejene yang masuk ke KPU

Kab. M4jene;--

Bukti P-2 : Dokumen Syarat Calon Anggota DPRD

Kab. Majeneatas n€rma Drs. H. M. Tasrif

A. Tjinta;

Bukti P-3 : Daftar Calon Sementara (DCS) Partai

Gerakan Indonesia Raya;----

Bukti P-4 : Surat Pemerintah Kab. Majene Nomor

t3Ollll2OLS Perihal Laporan Calon

::::

.!.
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Anggota DPRD Kabupaten Majene yang

Berstatus PNS;-----

Bukti P-5 : Daftar Bakal Calon Anggota DPRD

Provinsi Dalam Pemilihan Umum

Tahun 2OLg Partai Nasdem tentang

peng4juan 5 Orang Bakal Calon.

(Model B1 DPRD PERBAIKAN).----------

Bukti P-6 : Salinan Surat BKPSDM Kab. Majene

Nomor 8OO/BKPSDM/853/vrl/2OL8

Perihal Tanggapan ; ----- --

Bukti P-T : Salinan Buku Ekspedisi Pemerintah

Daerah Kab. Majene;-

Bukti P-8 : Salinan Buku Register Surat Masuk

Kantor BKPSDM Kab. Majene;-

Bukti P-9 : Video Berita Inews tanggal 21 Agustus

20tg tentang KPU Belum Terima

Tanggapan DCS (http: / /www.voutube.

com / wat ch f v=2W6rc8uwgHa) ; - - - ------ -

3. Bahwa Penemu dalam sidang Pemeriksaan mengajukan

Saksi, Ahli, dan telah memberikan keterangan dalam

sidang pemeriksaan yang pada pokoknya memberikan

keteranagan sebagai berikut:

- Saksi Arifuddin
- Bahwa Saksi mengatakan perkara adanya anggota

PNS menjadi Calon tegislatif M. Tasrif Andi fiinta.
- Bahwa saksi mengatakan M. Tasrif Andi Cinta berada

di Lingkup sebagai sekretaris Badan Penelitian dan

Kelembagaan.

- Bahwa saksi mengatakan M. Tasrif mencalonkan di

Kabupaten Majene dengan Partai Gerindra dapil

Banggae.

- Bahwa saksi mengatakan yang dia ajukan adalah

permohonan pengunduran diri tentang jabatannya

selaku sekrtaris badan penelitian dan pengembangan

kelembagaan.

- Bahwa saksi mengatakan tidak sama pengunduran

diri sebagai pengunduran diri sebagai ASN.

- Bahwa saksi mengatakan kalau pengunduran diri

uljil.,L,
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sebagai jabatan hanya jabatan saja yang di ambili.

Sebagai sekretaris. Sedangkan pengunduran diri

sebagai PNS.

- Bahwa saksi mengatakan tanggal 10 Juli 2018 di

masukan surat pengajuan permohonan pengunduran

diri sebagai sekretaris badan penelitian dan

kelembagaan.

- Bahwa saksi mengatakan berdasarkan surat itu, kami

langsung membuat meneruskan surat ke Pak Bupati

atas tidak lanjut terhadap atas surat permohonan

sodara M. Tasrif Andi Tjinta.---

- Bahwa saksi mengatakanbahwa benar saudara M.

Tasrif pernah memasukkan surat pengunduran diri. -

- Bahwa saksi mengatakan tidak ada surat yang keluar

dari Bupati.

- Bahwa saksi mengatakan kami mengeluarkan surat

kesemua OPD ketika ingin maju dalam pencalegkan

harus memasukkan surat pengunduran diri. ----------

- Bahwa saksi mengatakan dan pada pukul 14.00 wita

sudah sampai di kantor kembali.-

- Bahwa saksi mengatakan mencatat semua surat

dalam buku ekspedisi tersebut.

- Bahwa saksi mengatakan pernah memasukkan surat

klarilikasi pada tanggal 20 agustus 2018.--

- Saksi Fadlin.S.Pd.rM.H.

- Bahwa saksi mengatakan, terkiat adanya ASN yang

mencalonkan di legislatif 2Ol9 atas nama M. Tasrif

Andi Tjinta

- Bahwa saksi mengatakan, selaku Pegawai Negeri

Sipil. Dua bulan sebelum memasuki batas usia

pensiun yang bersangkutan telah memasukkan surat

dan berkas ke BKN untuk pengusulan pensiun pada

tanggal 22 Juni 2018 dan pengusulannya telah di

terima.

- Bahwa saksi mengatakan, surat keterangan bukan

surat pengusulan permohonan pengunduran diri

sebagai pegawai negeri sipil dalam hal pensiun.-------

- Bahwa saksi mengatakan, sebenarnya di dalam

?11
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aturan PP Nomor 11 Tahun 2Ol7 Kalau BUPnya pada

pasal 239 tentang Pemberhentian permintaan sendiri

sebagai Pegawai Negeri Sipil. Kalau sudah mempunyai

batas usia pensiun sebagai pegawai negeri sipil 58

Tahun, dari 6 bulan sebelum yang bersangkutan

harus rnemasukkan surat permohonan pengunduran

diri sebagai Pegawai Negeri Sipil d'alam hal pensiun'

Batas usia pensiunnya 1 September 2018.-

Bahwa saksi mengatkan, jadi kalau pasal 239 itu

pemberhentian karna batas usia pensiun seorang

pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural III A dan

III B.

Bahwa saksi mengatakan berbeda dengan

pemberhentian permintaan sendiri sebagai Aparatur

Sipil Negara dengan pengunduran diri sebagai

pegawai negeri sipil dalam pensiun sangatlah

berbeda. Kalau pemberhentian permintaan sendiri

yang bersangkutan itu harus mengajukan kepada

PPK dalam hal ini Bupati.

Bahwa saksi mengatakan kalau pemberhentian

sebagai Pegawai Negeri Sipil, di minta atau tidak di

minta selaku Pegawai Negeri Sipil karna memang

sudah ketentuan di dalam tata cara pemberhentian

surat keterangan untuk batas usia pensiun pasal 262

PP Nomor 11 Tahun 2017.-'------

Bahwa saksi mengatakan, dalam pasal 262 PP Nomor

11 Tahun 2Ol7 BKN menyampaikan kepada presiden

atau PPK paling cepatlS Bulan. Kemudian PPK

menyampaikan kepada yang bersangkutan.

Bahwa saksi mengatakan, dan suratnya bisa

ditujukan sama PPK dalam hal ini Bupati bisa juga

ditujukan kepada BKD.

Bahwa saksi mengatakan kalau pengajuan

pemohonan permintaan sendiri harus Ke PPK.

Bahwa saksi mengatakan, dan M. Tasrif Andi Tjinta

ini memasukkan berkas pada Badan Kepegawaian

dan pemberdayaan sumber daya manusia dalam

rangka untuk pengusulan BUP ( Batas Usia Pensiun)

6



:

pada tanggal 22 Juni 2018.----

- Bahwa saksi mengatakan, dan kami kurang tau

M.Tasrif kapan datang membawa berkas.

- Bahwa saksi mengatakan, ke BKN Regional, karna

kalau Golongan III B kebawah itu.-------

- Saksl Muh. Irsan

- Bahwa saksi mengatakan di tugaskan hanya

mengantar surat dan surat tersebut diantar KPU.dan

surat tersebut isinya sama sekali tidak di ketahui dan

surat tersebut di antar pada tanggal 21 pukul 12.00-

13.00 w
- Bahwa saksi mengatakan surat tersebut yang

memerintahkan membawa adalah Usman sebagai

PNS bagian umum.

- Bahwa saksi mengatakan kalau untuk ke KPU hanya

1 surat yang di antar. Dan surat tersebut di terima

langsung oleh Zulkifli.

- Bahwa saksi mengatakan surat yang saya antar pada

tanggal 2l mengantar surat ke Badan Lingkungan

Hidup, BKD, Dinas Kesehatan, BKAD, Kesbang, Dinas

tenaga kerja dan transmigrasi, Dinas PMD, BPDB,

PMD, RSUD, Dinas Parawisata, kantor KPU.-----

4. Bahwa Terhadap I"aporan Penemu, Terlapor memberikan

tanggapan sebagai berikut : ----------

1) Berdasarkan PKPU 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan

Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD

Kabupaten/Kota Pasal 7 dan Pasdal 8 ayat (1) dan ayat

(3), Maka kelengkapan dokumen administratif syarat

bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD

Kabupaten/Kota yang berstatus Aparatur Sipil Negara

- Syarat Umum

a. Fotocopy KTP Elektronik:----

b. Formulir BB. 1;---------

c. Formulir BB.2;----

d. Fotocopy Ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas

atau sederajat yang dilegalisasi oleh instansi yang

berwenang;---------

L\11&Ul''l
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e. Fotocopy iar;atr perguruan tinggr yang dilegalisasi

oleh pejabat betwenang jika mencantumkan gelar

pendidikan pada nama/ pada riwayat pendidikan

di form BB.2;----

f. Surat Keterangan Sehat Jasmani

g. Surat Keterangan Sehat Rohani;--

h. Surat Keterangan Bebas Penyalahgunaan

Narkotika, Psikotropika, dan z,at adiktif;---

i. Tanda bukti terdaftar sebagai pemilih yang

ditandatangani asli oleh Ketua KPU/KIP

Kabupaten/Kota;--

j. Fotocopy KTA partai politik yang masih berlaku;--

k. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)------

1. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Wilayah

hukum tempat tinggal bakal calon bagi yang

tidak pernah terpidana;-----------

m. Pasa Foto berwarna terbaru bakal calon ukuran

4x6 cm;-

- Syarat Tambahan

n. Membuat surat Pengajuan Pengunduran diri

sebagai Aparatur Sipil Negara;--

o. Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas

penyerahan surat pengajuan pengunduran diri; - -

p. Surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran

diri sebagaimana dimaksud sedang diproses oleh

pejabat berwenang; ----- -- --

2) Berdasarkan PKPU 20 2018 tentang Pencalonan

Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota

Pasal 27 ayat (21, ayat (6) dan ayat (71, maka bakal

calon yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara

(ASN) wajib menyampaikan keputusan pejabat yang

berwenang tentang pemberhentian dari pekerjaannya

sebagai KPU, KPU Provinsi/KlP Aceh atau KPU/KIP

Kabupaten/Kota Paling lambat 1 (satu) hari sebelum

penetapan DCT.-----

Dalam hal calon angota DPRD Kabupaten/Kota tidak

dapat menyampaikan keputusan pemberhentian

dimaksud, maka calon yang bersangkutan wajib

{:".
ltir
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menyampaikan 2 (dua) surat pernyataan yang

menyatakan bahwa :

a) Pengunduran diri yang bersangkutan telah

disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan

telah diberikan tanda terima; dart

b) Keputusan pemberhentian belum diterima calon

yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak

yang menerbitkan keputusan pemberhentian

dimaksud karena berada diluar kemampuan calon;-

Surat pernyataan pernyataan tersebut dilampiri

1. Surat pernyataan pengunduran diri dari yang

bersang!<utan: dan

2. Tanda terima penyampaian surat pengunduran diri

dari instansi;--------

3) Terkait dengan surat klarifikasi yang disampaikan oleh

pemerintah daerah Kabupaten Majene dengan Nomor :

O24 I 66 I Ylll I 2018 tentang pencalonan Drs.H.M. Tasrif

A.Tjinta sebagai anggota DPRD Kabupaten Majene,

Kami berpendapat bahwa :

a) Surat tersebut mempersoalkan pemberhentian

saudara Drs. H.M. Tasrif A. Tjinta sebagai Aparatur

Sipil Negara yang belum mendapat persetujuan dari

Bupati Majene:--

b) Kepala Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan

Sumber Daya Manusia Kabupaten Majene telah

mengeluarkan surat pernyataan yang berkaintan

dengan pemberhentian saudara Drs. H. Tasrif A.

Tjinta sebagai Aparatur Sipil Negara yang dinilai

tidak sesuai dengan peraturan perundang-

undangan

4) Berdasarkan PKPU 20 Tahun 2018 Tentang

Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD

Kabupaten/Kota Pasal 22 ayat {21 berbunyi : "KPU,

KPU Provinsi/KlP Aceh, KPU/KIP Kabupaten /Kota
mengumumkan DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi,

DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) untuk mendapatkan masukan dan/atau

9
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tangapan masyrakat terkait persyratan bakal calon...,:

maka masukan dan/atau tanggapan masyrakat yang

wajib diteruskan ke Partai Politik untuk diklarifikasi

adalah hanya masukan dan/atau tanggapan yang

terkait dengan persyaratan bakal calon.----

5) Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, maka

Bacaleg yang dokumennya dinyatakan lengkap dan

sah menrrrut PKPU 20 tahun 2018 dan keputusan KPU

RI No. 876 lPl.Ol.a-Kpt/ A6 /KPU /VlI / 2Ol8 tentang

pediman teknis pengajuan dan verifikasi Anggota DPR,

DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota berhak

dicantumkan dan ditetapkan pada Daftar Calon

Sementara (DCS).----

6) Bahwa klarifikasi terhadap Pencalonan saudara Drs.

H.M. Tasrif. A. Tjinta tidak ditindaklanjuti oleh KPU

Kab. Mqjene untuk diklarifikasi ke Partai Politik

Gerakan Indonesi Raya (GEzuNDRA) disebabkan oleh :-

a. Dokumen yang diklarifikasi adalah terkait dokumen

pemberhentian Drs. H. M. Tasrif A. Tjinta sebagai

Aparatur Sipil Negara;--

b. Dokumen yang diklarifikasi bukanlah dikumen

syarat calon untuk ditetapkan kedalam Daftar

Calon Sementara (DCS).-

c. Dokumen yang diklarifikasi belum pernah diterima

dan dimasukkan ke KPU Kab, Majene oleh Partai

Politik Yang mengajukan sehingga tidak rasional

untuk mempertanyakan dan mengklarifikasi

dokumen yang tidak pernah diserahkan ke KPU

Kab. Majene.--

Bahwa berdasarkan uraian dan argumentasi tersebut

diatas mohon kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat

untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:--

1. Melolakpermohonan PELAPOR untuk seluruhnya;--

2. Apabila Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat

berpendapat lain, mohon menyatakan keputusan

yang seadil-adilnya {ex aeEto at bonol.-

5. Bahwa untuk menguatkan jalnrabanl tanggapannya,

!

''|
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Terlapor melampirkan bukti surat/ tulisan sebagai

berikut

:1i
'i!i

Bukti T- 1 : Salinan Surat Klarifikasi Pemerintah

Daerah Kab. Majene yang masuk Ke

KPU Kab. Majene;

Bukti T-2 : Dokumen syarat calon anggota DPRD

Kab. Majene atas nama Drs. H. M.

Tasrif A. Tjinta;

Bukti T-3 : Daftar Calon Sementara (DCS) Partai

Gerakan Indonesia Raya Dapil Majene;-

6. Bahwa Terlapor dalam sidang Pemeriksaan mengajukan

Saksi dan telah memberikan keterangan dalam sidang

pemeriksaan yang pada pokoknya memberikan

keterangan sebagai berikut:

Saksl Rldwan

- Bahwa saksi mengatakan kapasitasnya sebagai

operator silon.-----

- Bahwa saksi mengatakan mengetahui persyaratan

bakal calon.----

- Bahwa saksi mengatakan apa bila bakal calon

termasuk aparatur sipil negara harus mengajukan

surat pengunduran diri.dari sejak penyerahan berkas

bapak Drs. M. Tasrif Tjin

- Bahwa saksi mengatakan pada saat bakal caleg Drs.

M.Tasrif cinta mengajukan pendaftarannya

melampirkan surat keterangan pengunduran diri dari

ASN dan tanggal surat bahwa dokumen dlm proses.---

- Bahwa saksi mengatakan mengetahui persyaratan

calon disesuaikan dengan pekerj aannya. - - - - - -

- Bahwa saksi mengatakan lampiran surat pernyataan

pengunduran diri Drs M. Tasrif cinta pada saat

pengajuan surat pengunduran diri tersebut

dilampirkarr

- Bahwa saksi mengatakan tidak melihat surat

pengajuan penguduran diri tersebut dikarenakan ada

pemeriksa tersendiri

- Bahwa saksi mengatakan mengetahui tim pemeriksa

teraebut, tim 4 budiman kasubag umum, firdaus
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sebagai operator, asura, acil.------

Bahwa saksi mengatakan menginput semua berkas

caleg ke dalam silon.-----

Bahwaa saksi mengatakan berkas tersebut di input

data2 dan di ceklis

Bahwa saksi mengatakan keterangan ceklis tersebut

sah surat pengunduran diri. -----

Bahwa saksi mengatakan tidak tau pada saat

pengumuman dcs ada tanngapan yg masuk kd kpu

kab. Majene.

Bahwa saksi mengatakan tau penyampaian hasil

verifikasi itu ke saudara pak tasfri cinta dan

memenuhi syarat.-

Bahwa saksi mengatakan perbaikan berkas hanya

surat keterangan jasmani dan rohani.

Bahwa saksi mengatakan waktu pengajuan berkas yg

di bawa dari partai yg membawa ke kpu yg

menerima pertama hard copy yaitu pak budiman. -----

Bahwa saksi mengatakan berkas tersebut dari fisik

masuk ke aplikasi.

Bahwa saksi mengatakan tugasnya yaitu nenerima

hard copy dr bakal caleg , setelah itu di input ke

dalam silon.-----

Bahwa saksi mengatakan ketikan menginput yg di

input yaitu berkas surat pernyataan pribadi , surat

tanda terima, dan surat pernyataan pengunduran diri

sebagai ASN dalam proses dari instansi terkait.

Bahwa saksi mengatakan untuk caleg pensiun yg

harus di lengkapi tdk di masukkan berkas pensiun,

tetapi langsung di klik di aplikasi silon.

Bahwa saksi mengatakan klo ada kolom tanggapan yg

di input dlm aplikasi silon.

Bahwa saksi mengatakan tdk prnh melihat jika ada

surat tanggapan yg masuk.

Batrwa saksi mengatakan di tahap dcs sk pensiun tdk

wajib di masukkan.

Bahwa saksi mengatakan melihat isi surat d1m

. iiijli

*
*

keterangan pensiun sedang dlm proses.
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Bahwa saksi mengatakan tidak tau tgl brapa caleg

tersebut memasukksn pengajuan berkas. - - - -- - --

Bahwa saksi mengatakan bakal caleg tersebut

memasukkam berkas dan mengecek sblm

memasukkan ke aplikasi silon.-----

Bahwa saksi mengatakan tanggapan tersebut di input

ke dalam silon.-----

Bahwa saksi mengatakan jika ada seseorang yg

memasuki tanggapan harus datang langsung ke

kantor dan membawa ktp dan kemudian di input ke

dlm aplilasi silon.

Bahwa saksi mengatakan tidak pernah melihat

adanya tanggapan tersebut.

Saksl H. Iqbaluddln, Sos.

Saksi merupakan kepala Sekrtetariat KPU Kabupaten

Majene.--

Bahwa saksi menyatakan berkenaan proses

admninstrasi yang masuk dalam sekretariat KPU

Kabupaten Majene melalui Amdministrasi Umum

untuk diregistrasi, dan melihat surat ditujukan untuk

siapa Ketua KPU atau Sekretaris. Jika surat yang

masuk ditujukan untuk Ketua KPU Kabupaten

Majene, maka akan diteruskan kepada Ketua dan

didisposisikan kepada Divisi yang bersangkutan.

Bahwa saksi menyatakan bahwa terkait surat

tanggapan masyarakat diserahkan kepada Divisi

Teknis KPU Majene dan diserahkan kepada Sub-

Bagian Teknis KPU Majene untuk kemudian

dirapatkan di Divisi Teknis jika hal itu dianggap

sesuatu yang penting untuk dilakukan rapat di Divisi

Teknis tersebut.

Bahwa saksi menyatakan melihat surat dari

Sekretariat Daerah pada tanggal 23 Agustus 2018

setelah masuk ke Ka. Subag Teknis memperlihatkan

kepada saksi.

Bahwa saksi menyatakan bahwa dalam rapat yang

diselenggarakan terkait surat masuk dari Sekretariat

.i,.
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Daerah disepakati Komisioner bahwa isi surat

tersebut tidak perlu dibalas atau ditanggapi karena

bukan merupakan tanggapan masyarakat dan surat

tersebut hanya merupakan surat klarifikasi. -----------

Bahwa saksi menyatakan tidak ada tanggapan

selanjutnya berkaitan dengan tidak dibahas atau

tidak ditanggapinya surat masuk dari Sekretariat

Daerah.

Saksi menyatakan bahwa surat masuk dari

Sekretariat Daerah tertanggal 21 Agustus 2018 jam 5

Sore diterima oleh Satpam KPU Majene dan

Komisioner baru mengetahui di tanggal 23 Agustus

2018.

Saksi menyatakan bahwa pada Jam 5 Sore tanggal

21 Agustus 2018 waktu surat dari Surat Sekretariat

Daerah tersebut sudah tidak ada pegawai Sekretariat

yang ada di Kantor dan besoknya merupakan hari

perayaan Idul Adha dan Surat tersebut baru

diketahui pada tanggal 23 Agustus 2018.

Saksi menyatakan bahwa saksi merupakan

penanggugjawab dalam Po$a penerimaan calon.

Saksi menyatakan bahwa ada kegiatan pada tanggal

2L Agustus 2018 berupa Rapat Pleno DPT di

Kecamatan Pamboang dan seluruh Komisioner ada di

tempat tersebut.

Saksi Munawlr, ST.'M.T.

Bahwa Saksi Mengatakan, Divsi Teknis

Penyelenggaraa.n itu yang kami tangani terkait dengan

proses Pencalonan Legislatif, Froses PAW, termasuk

pungut Hitung pada saat Hari H berlangsung.----

Bahwa saksi Mengatakan, iya, ada Tim. Dalam

melakukan verifikasi faktual terkait agenda politik

serta calegnya . Kami membuat POKJA.

Bahwa Saksi Mengatakan, jadi peserta Pemilu ada 16

Partai Politik dan untuk membagi kerja maka di buat
TIM. Dan TIM yang di bentuk akan menghendel

semua keg'a yang ada. dan dl KPU Majene kita

ir
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membuat 4 TIM, sehingga masing-masing di bagt

secara merata untuk menangani setiap TIM Partai

Politik.

Bahwa Saksi Mengatakan, T\rgas di bentuknya TIM

POKJA tersebut hanya untuk melakukan Verifikasi

Faktual. Dari pembagrannya ada ditugaskan menjadi

operator inti yang bisa menghimpun hasil kerjaan

dari TIM yang berada dalam POKJA tersebut.

Bahwa Saksi mengatakan, tidak karna seperti ini, di

dalam PKPU itu tidak ada mekanisme Baku dan

tidak adanya Juloeis yang mengharuskan model

bagaimana menangani setiap adanya tenggapan

tersebut. Jadi secara General atau pun menyeluruh

ada DI PKPU bahwa ketika kita melakukan sesuatu

pada tahapan tertentu itu di berikan ruang bagi

masyarakat untuk memberikan tanggapan dan

masukan terhadap BACALEG yang di Dukungnya.

Dan pada POKJA itu tidak di khususkan menangani

tanggapan masayarakat. -------

Bahwa saksi mengatakan, Tim Sekretariat

menyerahkan kepada kami pertanggal 23 Agustus

Bahwa saksi mengatakan, yang kami lakukan di

Divisi teknis ada dua elemen di gabungkan menjadi

satu yakni pertama tentang Tahapan dan yang kedua

tentang tanggapan dan Tahapan mempunyai PKPU

dan tanggapan tidak ada PKPUnya. Diatur dalam

PKPU 20. Kemudian untuk Tahapan itu di atur dalam

PKPU 5. Jadi kedua hal yang harus di pertemukan

jadi satu.

Serta tanggapan atau *"".{ku.r, itu juga di atur dalam

PKPU. Di dlam pasa122 ayat 2.

Bahwa saksi mengatakan, setiap tanggapan dan yang

di umumkan ke pubUk itu terkait dengan syarat

Calon. Jadi ketika masuk dalam tahapan aduan 12

sampai 2l Agustus, kemudian syarat anggapa.nnya

juga terpenuhi wajib kami teruskan. Kombinasi yang

kedua yang mungkin terjadi masuk di tahapan tapi

15
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syarat tanggapannya tidak memenuhi.

Bahwa saksi mengatakan serta kombinasi berikutnya

yang di luar dari tahapan subtansi tanggapan atau

masukannya terpenuhi, maka mungkin

mekanismenya akan lain.

Bahwa saksi mengatakan, DCS di tetapkan melalui

rapat Pleno tanggal 10 di serahkan kepada Peserta

Pemilu Partai politik itu tanggal L2 sesuai dengan

Tahapan PKPU. Dan di umumkan tanggal L2,13, 14.

Bahwa saksi mengatakan batas dalam melakukan

tanggapan sesuai dengan PKPU pada tanggal 2t

Agustus 2018.

Bahwa saksi mengatakan, setelah membaca

klarifikasi dari Pemerintah Kabupaten Majene dan

kami telaah poin-poin yang ada di dalamnya dan

menjadi bagran pada persidangan. Maka yang

menjadi subtansi klarifikasi dari pemerintah daerah

adalah terkait pemberhentian Sodara Drs. M. Tasrif.

Disinilah yang harus di lihat secara detail. Karna

memang agak tipis untuk bisa membedakan dan

tidak bisa memahami utuh PKPU dengan isi

tanggapan. Di PKPU pasal 7 dan Pasal 8 itu di atus

secara jelas tentang syarat calon, dimana setelah

memenuhi syarat calon di pasal 7 dan pasal 8

terpenuhi dan dinyatakan secara lengkap dan sah

berdasarkan PKPU dan berdasarkan SK 876 tentang

ke absahan dokumen. Maka yang bersangkutan

berhak masuk di dalam DCS. Inilah yang harus di

lihat dulu bahwa apa yang di persyaratkan baik

secara Administrasi yang harus di penuhi oleh

seorang ASN. Karna yang di persoalkan adalah

seseorang yang memiliki latar belakang pekerjaan

sebagai ASN yang sebenarnya akan memasuki masa

pensiun pertanggal 1 September 2018.

Bahwa saksi mengatakan terhadap pengajuan surat

pengundurannya itu membuat tanda terima yang

diterima oleh instansi yang berwenang dimana

awalnya ASN tersebut bekeda. Setelah ada tanda

16
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terimanya, maka harus memasukkan surat

keterangan bahwa proses pengajuan pengunduran

dirinya sedang di proses.

Bahwa saksi mengatakan, jadi hanya ini s41a

sebenarnya syarat-syaratnya dan syarat umum itu
SKCK, ljazah, E-KTP, SKBS, Pas Fhoto dan lainnya.

Ketika semua di nyatakan lengkap memenuhi syarat,

maka berhaklah iya untuk di masukan ke DCS.--------

Bahwa saksi mengatakan dan yang dipersoalkan

dalam surat PEMKAB itu adalah terkait dengan

pemberhentian bagi ASN. Tentang SK pemberhentian

menurut PKPU itu untuk masuk ke DCS itu belum

menjadi syarat. Dan bagi ASN yang mendaftar wajib

menyerahkan. SK pemberhentian paling lambat

sampai terumumkannya DCT.

Bahwa saksi mengatakan dan surat dari pemerintah

kabupaten tanggal 20 dan di serahkan oleh sekertaris

darr suratnya di Desposisi tanggal 23.-------

Bahwa saksi mengatakan surat tersebut kami baca

dan di dalami secara seksama

Bahwa saksi mengatakan kami memebicarakan surat
tersebut dan bersama-sarna mengeluarkan

pemahaman dan penilaian terhadap surat tersebut. --

Bahwa saksi mengatakan kami melakukan rapat di

Ruang Rapat KPU Majene mengenai surat tersebut. --

Bahwa saksi mengatakan pandangannya' adalah

bahwa subtansi dari surat itu adalah tentang

pemberhentian. Dimana pemberhentian tersebut

belumlah menjadi syarat Calon yang dan meski masih

ada yang harus di penuhi Bacaleg untuk di nyatakan

berhak atau sahnya masuk ke DCS.-

Bahwa saksi mengatakan atas pandangan itu kami

surat tersebut tidak perlu adanya klarifikasi pertama

tidak sesuai dengan syarat calon dan yang kedua

dokumen yang di maksud dan masukan itu tidak
pernah kita terima SK Pemberhentian. Sehingga tidak
menjadi logis ketika mempertanyakan dokumen yang

disampaikan ke kita sebagai anggota KPU Majene.-----

' r'r\.\1: \
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7. Bahwa pada sidang pemeriksaan juga dihadirkan

Lembaga terkait dalam hal ini Pemerintah Daerah

Kabupaten Majene sebgai berikut :

- Keterangan Tertulis
I. Uraian Kronologls

- Bahwa agar seluruh permasalahan pencalonan Sdr.

Drs. H.M. tasrif A'lJinta dapat dipahami secara utuh,

tidak sepotong-potong maka kami akan menguraikan

hal tersebut secara jelas baik berkaitan urusan status

Pegawai Negeri Sipil Sdr. Drs. H.M. tasrif A Tjinta

maupun terkait dengan pencalonannya sebagai

Anggota DPRD Kabupaten Majene sebagai berikut:

1. Bahwa sekitar bulan juni 2018 menjelang dimulainya

tahapan pendaftaran Calon Anggota DPRD,

Pemerintah Kabupaten Majene melalui Sekretaris

Kabupaten Majene telah mengeluarkan surat Nomor:

8OO/76|2OLB Tanggal 2l Juni 2018 Perihal:

Penyampaian yang ditujukan kepada eluruh OPD se-

Kabupaten Mqiene. Inti dari isis surat tersebut adalah

menyampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang

berkeinginan untuk mencalonkan diri sebagai calon

DPR dan DPRD agar seggera mengajukan

permohon€m pengunduran diri sebagai PNS, agar para

PNS yang bersangkutan tidak terkendala dalam

urusan pencalonannya;

2. Bahwa Sdr. Drs. H.M. tasrif A Tjinta telah

mengajukan permohonan pengunduran

diri/meletakkan jabatan sebagai Sekretaris badan

Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majene

tertanggal 10 JuIi 2018 dan Surat Pernyataan yang

inti dari pernyataan tersebut adalah permohonan

pengundur€ul diri dengan hormat sebagi Pegawai

Negeri Sipil (PNS) dalam hal Pensiun tertanggal 10 juli
2Ol8 yang diterima oleh Bagian Umum Sekretais

Daerah Kabupaten Majene tertanggal 11 Juli 2018

berdasarkan Surat Disposisi Sekretaris Daerah Nomor

urut 1036 Tanggal 12 Juli 2018 perihal permohonan

pengunduran diri/,eletakkan jabatan;

!
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3. Bahwa atas diterimanya dua surat dari Drs. H.M.

tasrif A Tjinta tersebut, Pemerintah Kabupaten

Majene hanya dapat menindak lanjuti surat

permohonan pengunduran diri dari jabatan

sementara pengunduran diri Drs. H.M. tasrif A [jinta
sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak dapat diproses

mengingat yang bersangkutan (Drs. H.M. tasrif A
Tjinta) tidak pernah mengajukan pengunduran diri

sebagai PNS kepada Bupati selaku Pejabat Pembina

Kepegawaian (PPK) melalui Sekretaris Kabupaten

selaku Pejabat yang berwenang (ryB). hal tersebut

diatur dalam pasal 261 ayat (1) dan (2) Peraturan

Pemerintah Nomor 11 Tdhun 2017 tentang

Manaj emen Kepegawaian Negeri S ipil, berbunyi : - --- - - -

(1) Permohonan berhenti sebagai PNS diajukan secara

tertulis kepada Presiden atau PPK melalui ryb
secara hirarki.--

(2) Permohonan pemberhentian atas permintaan

sendiri disetujui, ditunda, atau ditolak diberikan

setelah mendapat rekomendasi dari PyB.;

4. Bahwa sekitar bulan Agustus 2018 dalam tahap

Pengumuman DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi dan

DPRD Kabupaten/Kota dan Presentase Keterwakilan

Perempuan diketemukan nama Drs. H.M. tasrif A

Tjinta dalam DCS pada Partai Gerindra nomor urut 1

(satu) Daeratr Pemilihan (Dapil 1) Kecamatan Banggae

dan Banggae Timr Kabupaten Maj ene ; -------- - - -

5. Bahwa hal tersebut menjadi persoalan dan masalah

yang serius bagr Pemerintah kabupaten M4jene,

apakah mungkin seorang yang masih berstatus PNS

dapat mencalonkan diri sebgai Calon Anggota DPRD

dimana hal tersebut menjadi larangan keras baik

regulasi yang mengatur dan menjadi acuan

penyelenggara pemilu maupun larangan yang

mengatur dalam regulasi yang menjadi acuan

manajemen PNS. Bahwa bagi Pemerintah Kabupaten

Majene perubahan status PNS wajib ditakukan

dengan mekanisme dan tata cara yang benar karena
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hal tersebut sangat terkait dengan renccana dan tata

administrasi kepegawaian daerah;

6. Bahwa untuk menyikapi hal tersebut, maka

Pemerintah Kabupaten Mqjene melalui Sekretaris

daerah mengajukan tanggapan kepada Ketua Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Mqieje dengan surat

Nomor: O24 /66/YlIl/2O18 Tanggal 20 Agustus 2018

Perihal: Klarifikasi pencalonan Sdr. Drs. H.M. tasrif A

Tjinta sebagai calon Anggota. DPRD, yang diterima

oleh pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Majene attas

nama zulkifli tanggal terima 21 Agustus 2018 dan

bersangkutan membubuhi tanda tangan pada buku

espedisi Bagran Umum Sekretariat Kabupaten

Mqjene, dimana tanggal pemasukan surat tersebut

masih dalam tenggang waktu Tahapan Masukan dan

Tanggapan Masyarakat yakni tanggal 12-21 Agustus

2018

7. Bahwa harapan Pemerintah Kabupaten Majene

kepada KPU Kabupaten Majene untuk
menindaklanjuti surat Pemerintah Kabupaten Majene

Ternyata sia-sia, melalui informasi lisan Sekretaris

KPU kepada S. Sekretaris Kabupaten Majene y€ulg

menyatakan bahwa Surat Tanggapan Pemerintah

Kabupaten Ma1'ene tidak dapat ditindaklanjuti

dengan alasan surat tersebut tidak lagr daiam

tenggang waktu Tahapan Masukan dan Tanggapan

Masyarakat. Dan informasi tersebut ternyata benar,

sampai dengan batas akhir tahapan Pernyataan

Klarifikasi Kepada Partai Politik atas Masukan dan

Tanggapan Masyarakat Terhadap DCS, KPU

Kabupaten Majene tidak melaksanakan tahapan

tersebut. Bahwa atas tindakan tersebut KPU

Kabupaten Majene telah melanggar ketentuan dalam

Pasal 10 huruf c dan d Peraturan Dewan Kehormatan

Penyelenggara Pemilihan Umum Repunlik Indonesia

Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan

Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum,
yang berbunyi: -----------

.i;." *'- trl
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c. menjamin kesempatan yang sarna bagi pelapor atau

terlapor dalam rangka penyelesaian pelanggaran

atau sengketa yang dihadapinya sebelum

diterbitkan putusan atau keputusan; dan

d. mendengarkan semua pihak yang berkepentingan

dengan kasus yang terjadi dan mempertimbangkan

semua alasan yang diajukan secara adil.------

Serta pasal 11 Peraturan Dewan Kehormatan

Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 2 Tahun 2Ol7 tentang Kode Etik dan Pedoman

Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, yang

berbunyi:

a. melakukan tindakan dalam rangka

penyelenggaraan Pemilu yang secara tegas

diperintahkan oleh peraturan perundang-

undangan;---------

b. melakukan tindakan dalam rangka

penyelenggaraan Pemilu yang sesuai dengan

yurisdiksinya;-----

c. melakukan tindakan dalam rangka

penyelenggaraan Pemilu, dan menaati prosedur

yang ditetapkan dalam peraturan perundang-

undangan; dan

d. menjamin pelaksanaan peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan Pemilu

sepenuhnya diterapkan secara adil dan tidak

berpihak.

8. Bahwa untuk bedalannya mekanisme

penyelenggaraan pemilihan umum tersebut, maka

Pemerintah Kabupaten majene melalui sekretaris

daerah mengajukan laporan kepada Ketuan Badan

Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Majene

dengan surat Nomor: l3O / Ll /2018 Tanggal 23

Agustus 2018 Perihal: Laporan Calon anggota DPRD

Kabupaten Majene yang Berstatus PNS;

9. Bahwa atas laporan tersebut, Bawaslu kabupaten

Majene melakukan tindaklanjut dan sampai pada

[pemeriksaan sidang pada Bawaslu Provinsi Sulawesi
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Barat;

10. Bahwa dari proses pemeriksaan bukti dan saksi

sidang Bawaslu terdahulu (tanggal 14 September

20 18) terungkap fatkta-fakta sebagai berikut:--

Tentang Tanda Terima Surat Permohonan

Pengunduran dari PNS Drs. H.M tasrif Tjinta yang

menjadi lampiran berkas pencalonan adalah disposisi

tanda terima berkas pengunduran diri/meletakkan

jabatan tidak dapat dimaknai sebagai tanda terima

berkas permohonan pengunduran diri sebagai PNS.

Karena subtansi meletakkan jabatan tidak dapat

dipersamakan dengan mengundurkan diri sebagai

',u

1) Tentang Surat Permohonan Pengunduran Diri dari

PNS Drs. H.M tasrif Tjinta melengkapi berkas

pencalonan adalah surat yang tidak pernah

disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten

Maajene sebagai pihak yang ditujukan dalam surat

tersebut. Hal ini diperkuat keterangan saksi Drs.

Arifuddin yang telah memberikan keterangan di

bawah sumpah dalam persidangan Bawaslu

tanggal 14 September 201

2) Tentang surat keada BKPSDM Kabupaten Majene

yakni Surat Keterangan Nomor:

800/BKPSDM/786 /VlI/2A18, Tanggal 24 Juli

2018, yang menerangkan bahwa telah mengajukan

permohonan pengunduran diri dari PNS yang

bersangkutan dalam hal Pensiun dart SK (Pensiun)

sedang dalam proses dan Surat Keterangan

Nomor: 800/BKPSDM/788 lVl\l20l8, tanggal 24

Juli 2018, yang menerankan bahwa berkas

pengusulan pengunduran diri (Pensiun Normal)

PNS tersebut sudah diterima tanggal 22 Juni 2018

yang juga menjadi bagian kelengkapan berkas

calon tidak dapat dibenarkan karena materi inti
dari kedua surat tersebut diperuntukkan untuk

kepentingan usulan pension Drs. H.M tasrif Tjinta.

Ha1 tersebut juga diperkuat keterangan saksi H.

;k i,a-\'.
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Muh. Fadlin FK, S.Pd. MH. (kepada BKPSDM

Kabupaten Majene) yang telah memberikan

keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya

menerangkan; dua surat Aang dikeluarkan

BKPSDM Kabupaten Majene kepda Drs. H.M Ta.srif

fiinta adalah suraA kelengkapan pensiunnAd ---.

Jika demikian halnya maka Drs. H.M tasrif Tjinta

telah menggunakan surat tersebut di luar dari

peruntukannya.------

11. Bahwa dengan dengan diloloskannya pencalonal Drs.

H.M tasrif ljinta dengan menggunakan berkas

sebagaimana tersebut pada poin 10 (sepuluh). KPU

Kabupaten Majene telah lalai melaksanakan prinsip

profesionalisme penyelenggaraaan pemilu bersikap

dan bertindak:

- Tf,dak menjalankan tugas sesuai visi, misi,

tujuan, dan program lembaga penyelenggara

pemilu;

- TXdak menjamin kualitas pelayanan kepada

pemilih dan peserta sesuai dengan standar

professional administrasi penyelenggaraan pemilu'

- Tl.dak bertindak berdasarkan standar oprasional

prosedur dan subtansi profesi administrasi pemilu

- Tf,do,k melaksanakan tugas sebagai

penyelenggara pemili dengan komitmen tinggi;

tr i\li,, ,;
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- Mel.o'l.qlko;n pelaksanaan tugas yang diatur dalam

organisasi penyelengganra pemilu. --

Hal tersebut mengindikasikan KPU Kabupaten

Majene melanggar kode etik penyelenggara Pemilihan

Umum sebagai mana diatur dalam Pasal 15

Peraturan Dewan Kehormatan Penyellenggara

Pemilihan Umum republic Indonesia Nomor 2 Tahun

2077 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku

Penyelenggara Pemilihan Umum

II. URAIAN DASAR PELANGGARAN HUKUM

Bahwa untuk melengkapi uraian kronologis

keteranagan Lembaga Terkait, maka Lembaga Terkait
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akan menguraikan dasar pelanggaran hukum sebagai

alasan Lembaga Terkait mengajukan permintaan

klarifikasi keepada KPU Kabupaten Majene dan

l,aporan kepada Bawaslu Kabupaten Majene terkait

pencalonan Drs. H.M Tasrif A'IJinta, sebagai berikut-

1. Bahwa Drs. H.M Tasrif A Tjinta tidak pernah

mengajukan permohonan pengunduran diri

sebagai PNS kepada Pemerintah Kabupaten Majene

sebagai Instansi Induk tempat Drs. H.M Tasrif A

Tjinta bekerja sebagai PNS Pemerintah Kabupaten

M4jene. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam

pasal 26L ayat (1) dan ayat (21 Peraturan

Pemerintah Nomor 11 tahun 2OL7 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil, berbunyi: ----------

(1) Permohonan berhenti sebagai PNS diajukan

secara tertulis kepada Presiden atau PPK

melalui SB secara hierarki

(2) Permohonan pemberhentian atas permintaan

sendiri disetujui, ditunda, atau ditolak

diberikan setelah mendapat rekomendasi dari

B/B.

2. Bahwa oleh karena Drs. H.M Tasrif A Tjinta masih

berstatus sebagai PNS dan tidak mengundurkan

diri maka larangan baginya untuk mencalonkan

diri sebagai anggota DPRD sebagaimana diatur

dalam regulasi yang berkaitan dengan pencalonan

anggota DPRD sebagai berikut:

- Pasal 24O ayat (1) huruf k Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2Ol7

Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi: ------

Huruf k: -----m.erryundurkan dii sebagai kepala

daerah utakil kepala daerah,

aparatur sipil Negara, anggota

Tentara Nasional htdonesia, anggota

Kepotisian Negara Republik

Indonesia, direksi, komisaris, deutan

pengawas dan karyautan pado

badan usaha milik Negara dan/ atau
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bodan u.saha milik daerah atau

badan lain Aang anggarannAa

bersumber dari keuangan Negara,

Aang dirtgatakan dengan surat

pengundttran dii Aallg tidak dapat

ditarik kembali--;
- Pasal 7 atat (1) huruf k angka 4 Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Republik Indoneia

Nomor 20 tahun 2018 berbunyi: ----------

Huruf k: Mengundurkan diir sebagai:

Angka 4: Aparahtr Negara SiPit

3. Bahwa surat Kepala BKPSDM yang digunakan Drs.

H.M Tasrif A Tjinta dalam kelengkapan berkas

pencalonan adalah cacat administrasi, alasannya

adalah:

1. Bahwa penggunaan surat tersebut sebagai

berkas kelengkapan calon adalah surat yang

bukan peruntukkannya dimana isi materi surat

tersebut tidak ada hubungannya dengan

pengunduran diri dari PNS Drs. H.M Tasrif A

'lJinta.

2. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut di

atas kepala BKPSDM menjelaskan tidak

mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan

surat yang berkaitan dengan pengunduran diri

PNS karena hal tersebut merupakan

kewenangan Bupati selaku Pejabat Pembina

Kepegawaian, sebagaimana diatur dalam pasal

26L ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 11

tahun 2017 tentanf Manajemen Pegawai Negeri

Sipil,

----- Presi.d"en atau PPK menetapkan kepuhsan

pemberlwntian P/VS dengan mendapat hak

kepegawaian sesuai dengan ketenfitan

p er afi ran p etundangundarlg an- - -.

4. Bahwa dengan lolosnya Drs. H.M Tasrif A Tjinta

dalam Daftar calon Sementara (DCS) Calon

Anggota DPRD, Drs. H.M Tasrif A Tjinta tentunya
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telah menjadi anggota Partai Gerindra karena

salah satu syarat yang wajib dipenuhi dalam

berkas calon adalah menjadi anggota partai politik.

5. Bahwa konsekuensi PNS yang menjadi anggota

partai politik diatur dalam Pasal 255 Peraturan

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2OL7 tentang

Manqiemen Pegawai Negeri Sipil:

(1) PNS ditarang menjadi anggota dan/atau

pengurus partai politik.

(2) PNS yang menjadi anggota dan/atau pengurus

partai politik wqjib mengundurkan diri secara

tertulis.

(3) PNS yang mengundurkan diri sebagaimana

dimaksud pada ayat {21 diberhentikan dengan

hormat sebagai PNS terhitung mulai akhir

bulan pengunduran diri PNS yang

bersangkutan.

(4) PNS melanggar larangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diberhentikan tidak

dengan hormat sebagai PNS.

(5) PNS yang menjadi anggota dan/atau pengurus

partai politik diberhentikan tidak dengan

hormat sebagai PNS sebagaimana diimaksud

pada ayat (4) terhitung mulai akhir bulan PNS

yang bersangkutan menjadi anggota dan/atau

pengurus partai politik.---

III. KESIMPULAN DAIII PTRMOHONAN

Bahwa berdasarkan penjelasan dan keterangan

yang kami sampaikan dalam uraian kronologis dan

uraian pelanggaran hukum tersebut diatas, maka

penjelasan ini disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemerintah Kabupaten M4jene selaku

Lembaga Terkait dalam perkara ini mempunyai

kewenangan yang dijamin oleh Perraturan

Perundang-Undangan dalam hal menetapkan

Pengangkatan, Pemindahan dam

Pemberhentian PNS lingkup Pemerintah

Kabupaten Majene. Oleh karena itu tidak ada
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satu pihak yang dapat menentukan suatu

status selain status yang dinyatakan oleh pihak

yang berwenang;

2. bahwa Drs. H.M Tasrif A Tjinta sampai dengan

per 31 Agustus 2018 masih berstatus sebagai

Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten

Majene dengan jabatan Sekretarus Badan

Penelitian dan Pengembangan Kabupaten

Majene;

3. Bahwa oleh karena pencalonan Drs. H.M Tasrif

A Tjinta terbukti melanggar ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku

maka memohon kepada Majelis Sidang Bawaslu

Provinsi Sulawesi Barat agar

merekomendasikan kepada KPU Kabupaten

Mqjene untuk membatalkan dam selanjutnya

mencoret narna Drs. H.M Tasrif A linta dalam

Daftar Calon Anggota DPRD Kabupaten Majene;

4. Bahwa dengan lolosnya Drs. H.M Tasrif A ljinta
dalam DCS, KPU Kabupaten Majene telah lalai

melaksanakan prinsip profesionalisme

penyelenggaraan pemilu, oleh karenanya

memohon kepada Majelis, Sidang Bawaslu

Provinsi Sulawesi barat agar KPU Kabupaten

majene diperiksa dalam Sidang Majelis Kode

8. Kesimpulan Penemu dan Terlapor---------

a. Bahwa Penemu telah menyampaikan kesimpulan yang

pada pokoknya sebagai berikut :-----------

1. Bahwa Penemu dalam laporanya mendalilkan

bahwa pada intinya :-----------

U Temuan Dugaan Pelanggaran Admlnlstratlf
Pemllu--

Bahwa Temuan Bawaslu Kabupaten Majene

tentang dugaan pelanggaran administratif Pemilu

yang diajukan ke Bawaslu Prov. Sulawesi Barat

Nomor: OT 3 / K.Bawaslu-Prov. SR-O 1 / PM. 05. 0 2 / IX /
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2018 tertanggal 31 Agustus 2018 adalah dasar

hukum bagr majelis sidang melakukan

pemeriksaan persidangan penyelesaian

pelanggaran administratif Pemilu. Surat Temuan

tertanggal 31 Agustus 2018 yarg didaftarkan dan

dicatat dalam Buku Registrasi Laporan / Temuan

dugaan pelanggaran Administratif Pemilu Nomor:

04 I ADM IBWSL.PROV-3O.OO/ PEMILU I rX / 2Or8

tanggal 4 September 2018 yang salinannya telah

disampaikan kepada Pihak Terlapor, tidak kami

kutip lagr karena sudah ada dalam berkas

persidangan.------

2| Jawaban Terlapor

Bahwa terlapor telah menanggapi temuan dugaart

pelanggaran administratif pemilu yang ditemukan

oleh Pelapor dengan Nomor: 196/PY.01.1-

SD/7605/KPU-Kab/lxl2Ol8 Perihal Jawaban

Terlapor Terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran

Administratif Pemilu tanggal 14 September 2OL8,

yang pada prinsipnya menolak permohonan

pelapor.-

3) Pembuktlan

a. Pembuktian Pihak Pelapor--

Bahwa Untuk membuktikan kebenaran laporan

pelapor yang diregister tanggal 4 September

2018, maka kami pihak pelapor telah

mengajukan Bukti-Bukti surat yang ditandai

dengan P.1 sampai dengan P.3 sebagai berikut:-

Salinan Surat Tanggapan Pemerintah. Daerah

Kab. Majene yang masuk ke KPU Kab. Majene;--

2. Bukti P

Salinan dokumen syarat calon anggota DPRD

Kab. Majene atas nama Drs. H. M. Tasrif A.

Tjinta;---

Dafar Calon Sementara (DCS) Partai Gerakan

Indonesia Raya Dapil Majene 1

... j::j,15:1.i.
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b. Pembuktian Pihak Terlapor-

Bahwa untuk menolak permohonan pelapor,

Terlapor telah mengajukan Bukti-bukti yang

menguatkan jawaban telapor atas laporan

dugaan pelanggaran administratif Pemilu yang

ditanda sebagai berikut-

Salinan Surat Klarifikasi Pemerintah Daerah

Kab. Majene yang masuk ke KPU Kab. Mqiene;--

2. Bukti T.2-------

Dokumen Syarat Calon anggota DPRD Kab.

Majene atas narna Drs. H. M. TASRIF A.

TJINTA;-

3. Bukti T.3-------

Daftar Calon Sementara (DCS) Partai Gerakan

Indonesia Raya Dapil Majene 1;-:----
c. Tanggapan Pelapor terhadap Bukti-bukti

terlapor;-

Bahwa bulrti T.1 sampai dengan T.3 telah

tertuang jelas tentang objek klarifikasi surat

dari Sekretaris Daerah Kab. Majene. Sehingga

terlapor sudah selayaknya melakukan

klarifikasi atas surat dari Sekda Kab. Majene.

Bahwa dalam PKPU 20 Tahun 2018 sudah

dinyatakan secara tegas bahwa "KPU, KPU

houinsi/KlP Aceh KPU/KIP Kab./Kota meminta

klarifikasi kepada Partai Politik ata.s masukan

dan/ atau tanggapan dari mosAarakat terhadap

DCS Arqgota DPR, DPRD Prouinsi, dan DPRD

Kob,/Kota selama 7 (tttfuh) Hai setelah

berakhirnga mesa ma,sukan dan/ atau

tarry g ap an dari masg arakat . - - - - - -

d. Tanggapan Pelapor terhadap saksi-saksi

Terlapor;

Bahwa tanggapan pelapor dalam menanggapi

keterangan saksi-saksi dari terlapor diuraikan

sebagai berikut--
1. RIDWAN (Operator SILON)----------

1tl

\
l

,l!

29



Bahwa keterangan yang disampaikan oleh

saudara Ridwan dalam sidang pemeriksaan

saksi tanggal 14 September 2O18, pada

prinsipnya mempertegas bahwa Drs. H. M.

TASRIF A. TJINTA saat mendaftar sebagai calon

anggota DPRD Kab. Mqjene masih berstatus

sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana

tercantum dalam SILON bagian pekerjaan.

Bahwa operator SILON dalam keterangannya di

persidangan tidak dapat memastikan surat

pengunduran diri apa yang telah di upload ke

dalam SILON. Kemudian Operator SILON juga

tidak mendapat instruksi dari Komisioner KPU

Kab. Majene untuk memasukkan tanggapan

dari masyarakat ke dalam SILON.---

2. IQBALUDDIN (Kepala Sekretariat KPU Kab.

Majene)--

Bahwa pada prinsipnya keterangan yang

disampaikan oleh saudara IQBALUDDIN

mempertegas bahwa memang tanggapan atau

surat klarifikasi dari Sekretaris Daerah Kab.

Majene masuk ke KPU Kab. Mqiene tanggal 21

Agustus 2018 yang merupakan batas akhir
memasukkan tanggapan terhadap DCS anggota

DPRD Kab. Majene. Kemudian saudara

IQBALUDDIN juga menyampaikan bahwa

Komisioner KPU Kab. Majene tidak menindak

lanjuti surat klarifikasi dari Sekretaris Daerah

Kab. Majene dengan alasan bahwa surat
tersebut tidak masuk dalam fase tanggapan

dan tidak berhubungan Dokumen syarat calon;

3. MUNAWIR (Divisi Tekhnis KPU Kab. Majene)----

Bahwa keterangan saudara MUNAWIR selaku

Divisi Tekhnis KPU Kab. Majene juga semakin

mempertegas bahwa memang KPU Kab. Majene

tidak menindak lanjuti surat klarifikasi dari

Sekretaris Daerah Kab. Majene. Kemudian juga

diterangkan bahwa surat klarifikasi tersebut

:
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tidak pemah dibawa ke dalam forum resmi KPU

Kab. Majene untuk dilakukan pembahasan

tindak lanjut dari surat tersebut. Surat dari

Sekda Kab. Mqjene tidak dibahas dalam forum

resmi KPU Kab. Majene karena akibat dari

penilaian awal Ketua dan Divisi Tekhnis KPU

Kab. Majene yang menga.nggap bahwa surat

tersebut tidak masuk dalam fase tanggapan

dan tidak berkaitan dengan syarat calon

sebagaimana isi surat klarifikasi.

Berdasarkan keterangan-keterangan dari saksi

terlapor, Pelapor menilai keterangan dari para

saksi justru lebih menguatkan dalil-dalil dari

pelapor.

4| Keslmpulan

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti

yang dikemukakan, maka kesimpulan terhadap

hasil pemeriksaan persidangan dugaan

pelanggaran administratif pemilu nomor

04 / ADM / BWSL.PROV-30.00/PEMILU I rx I 2Or8

a. Bahwa KPU Kab. Majene menerima tanggapan

dari sekretaris daerah kab. majene tanggal 2\
Agustus 2018;----

b. Bahwa tanggal 2l Agustus 2Ol8 merupakan

batas akhir masukan dan tanggapan terkait

DCS anggota DPRD Kab. Majene;------

c. Bahwa berdasarkan bukti, tanggapan dari

sekretaris daerah kab. majene mempertanyakan

surat pengajuan pengunduran diri dari PNS

saudara Drs. H. M. TASRIF A. TJINTA;------------

d. Bahwa KPU Kabupaten Majene tidak

melakukan klarilikasi kepada partai Gerindra

Kab. Majene yang merupakan Partai pengusung

saudara Drs. H. M. TASRIF A.

e. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Kami

Bawaslu Kab. Majene sebagai pelapor menilai

laporan kami sudah benar, yang pada

-::..',':33iL
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prinsipnya menyatakan bahwa KPU Kab.

Majene diduga melakukan pelanggaran

administrasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2OL7 Tentang Pemilihan Umum "KPU,

KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota

meminta klarifikasi kepada paltai politik atas

masukan dan tanggapan dari masyaraka{;----'-

b. Bahwa Terlapor telah menyampaikan kesimpulan

yang pada pokolarya sebagai berikut : -- -- - - ---- - - ------- -

l.Pembuktlan Pelapor

a). Bukti, Saksi, dan Keterangan Terkait :------------

1). Saksi-saksi-----

- Bahwa Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pelapor dalam

persidangan ini diantaranya adalah :

Arifunddin,Fadlin dan Muh Irsan yang kesemuanya

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :------

- Arifuddin

yang pada pokoknya saksi menerangkan dalam

kapasitasnya selaku pejabat sekretaris daerah Kab.

Majene. Bahwa surat tertanggal 20 Agustus 2018 yang

ditandatangani oleh saksi dan tidak ditindaklanjuti

oleh Terlapor dipandang sebagai dasar untuk

menyatakan bahwa terlapor telah lalai dalam

menjalankan tugasnya selaku penyelengara Pemilu

Tingkat Kabupaten Majene;----------

- Fadlin

- Bahwa saksi Pada Pokoknya memberikan kesaksian

bahwa pengajuan permohonan Pensiun dari Tasrif A.

Tjinta ke Kantor KKPSDM majene adalah prosedural

begitupun dengan permohonan pemberhentian selaku

ASN atas permintaan sendiri Tasrif A. Tjinta kepada

PPK adalah prosedulan dan berdasarkan ketentuan

yang berlaku;-

- Muh. Irsan

- Bahwa saksi menerangkan, telah menyampaikan surat

dari Sekretaris Daerah Majene ke Kantor KPU Majene

pada tanggal 2l Agustus 2018 antara pukul 12.00

,t;l
ii:i
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sejak 28 Agustus 2018

2. Pembuktlan Terlapor

A. Bukti, Saksi dan Surat

l.Saksi-saksi

- Bahwa Saksi-saksi yang diajukan oleh Pihak

Terlapor dalam emeriksaan pelanggaran

administrasi pemilu ini adalah : Ridwan, H.

Iqbaluddin & Munawir ST.,MT;-------

- Ridwan

- Saksi pada pokoknya mengakui bahwa saksi

adalah operator SILON yang tugasnya hanya

sebatas melakukan proses penginputan pada

aplikasi SILON atau sistem pencalonan ;-------

- H. Iqbaluddin

- Saksi mengakui, mengetahui surat dari Sekretaris

Daerah Majene tertanggal 20 agustus 2018

diketahui saksi pada tanggal 23 Agustus 2018

melalui staf sekretariat KPU Kab. Majene.

- Saksi diberitahu oleh Zulikifli (satpam) bawha

surat dari sekretariat Daerah Majene tertanggal 2O

agustus 2018 di KPU ab. Majene sektar pukul

17.00 wita. atau setelah usai jam kantor;--

- Munawir,ST.,M.T

- Saksi mengakui bahwa surat klarifikasi baru

diterima pada tanggal 23 Agustus 2018 dari

33

Wita s/d 1a.00 wita;-----

2). Keterangan Lembaga Terkait ---------

Yang dalam pemeriksaan dan penyampaian keterangan,

Pihak Pelapor RuskiHamid, S.H. & Drs. Ilhamsyah Dj.

Yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Tidak mengetahui secara rinci dan tegas pokok

permohonan Pelapor kepada Terlapor. -- -- - -- - -

- Mengetahui bahwa saudara Drs. H.M. Tasrif A. [jinta
telah mengajukan usulan permohonan pensiun,

terhitungh sejak tiga bulan sebelum TMT.-----

- Bahwa tugas saudara Drs. H.M. Tasrif A. Tjinta sebgai

anggota Polqia STAI M4jene telah selesai terhitung



a

Sekretriat KPU Majene. Adapun substansi dari

surat klarifikasi pemerintah Daerah Kabupaten

Majene adalah dokumen yang tidak dipersyaratkan

sebagai syarat calon untuk bisa ditetapkan sebagai

calon anggota DPRD di dalam DCS. Dokumen yang

dimaksud juga belum pernah diterima oleh

Terlapor sehingga tidak relevan dan rasional

mempertanyakan atau meminta klarifikasi kepada

yaqng bersangkutan terhadap dokumen yang

belum pernah diserahkan kepada Terlapor.

3. Keslmpulan

1) Bahwa Terlapor tidak pernah menerima dokumen

berupa Surat Pernyataan yang dimaksud oleh surat

klarifikasi dari pemerintah Daerah Kabupaten

Majene Nomor: O24/66lVIll2OtB pada angka 2

yang berbunyi "bahwa adapun dokumen berupa

Surat Pernyataan yang dkuluarkan dan

ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian

dan Pemberdayaan Sumber daya Manusia yang

digunakan saudara Drs. H. M. Tasrif A. Tjinta

belum mendapatkan persetujuan dari Bupati

Mqjene selaku Pejabat Pembina Kepegawaian

(PPK)...Dst". Terlapor hanya menerima 2 (dua)

dokumen berupa surat keterangan yang ditanda

tangani dan dikeluarkan oleh Kepala BKPSDM

Kabupaten Majene tertanggal 24 Juli 2018 yang

menerangkan bahwa saudara Drs. H. M. Tasrif A.

Tjinta telah bermohon untuk mengundurkan diri

dengan hormat sebagai Aparatur Sipil Negara

dalam hal pensiun dan berkas yang bersangkutan

sedang dalam proses; 1 (satu) Surat Pengajuan

Pengunduran diri/meletakkan jabatan sebagai

Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan

Kabupaten Majene tertanggal 10 JuIi 2018; dan 1

(satu) Surat Permohonan Pensiun sebagai ASN

tertanggal 11 Juli 2018. Adapun dokumen yang

diserahkan saudara Drs. H. M. Tasrif A. Tljinta"

kepada Terlapor telah sesuai dengan Keputusan
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KPU RI no. 876lPL.Ar.a-Kpt/06|KPU lvltl2oLs
tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi

Anggota DPR,DPRD Provinsi, DPRD

Kabupaten/Kota pada halaman 40 tabel 7 yxrg

menjelaskan tentang dokumen yang diteliti terkait

dengan pekerjaan sebagai Aparatur Sipil Negara.

Oleh karena itu, menjadi tidak relevan dan rasional

mempertanyakan atau meminta klarifikasi kepada

saudara Drs. H. M. Tasrif A. Tjinta terhadap

dokumen yang faktanya memang tidak pernah

diserahkan kepada Terlapor sebgai syarat calon

menuju DCS.-----

2) Bahwa berdasarkan PKPU 20 Tahun 2AL8 Tentang

Pencalonan DPR, DPRD Provinsi, DPRD

Kabupaten/Kota Pasal 22 ayat (2), maka Terlapor

, hanya akan melakukan klarifikasi terhadap
' masukan dan/atau tanggapan masyarakat yang

terkait dengan syarat calon dan sesuai dengan

tatrapan. Terhadap substansi surat dari

pemerintah daerah Kabupaten Majene yang

mempersoalkan dokumen Pemberhentian saudara

Drs. H. M. Tasrif A. Tjinta yang tidak sesuai dengan

dengan peraturan perundang-undangan adalah

dokumen yang tidak dipersyaratkan kepada

Bacaleg untuk dapat ditetapkan sebagai calon

anggota DPRD di dalam DCS.-----

3) Bahwa berdasarakan kesaksian saudara Arifuddin

yang dihadirkan Pelapor di dalam Sudang

Pemerisaan, dengan sangat jelas bahw yang

dijadikan persoalan adaLah pemberhentian saudara

Drs. H. M. Tasrif A. Tjinta, sehingga substansi surat

tersebut menjadai ditegaskan oleh saksi yaitu

pemberhentian yang tidak menjadi syaiat calon

pada tahapan DCS;-----

4) Bahwa kesaksian saudara Fadlin selaku Kepala

BKPSDM Kabupaten Majene membenarkan 2 (dua)

Surat Keterangan yang digunakan saudara Drs. H.

M. Tasrif A. Tjinta adalah sah yang substansinya

a-'
I
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meminta berhenti sebgai ASN dan SK

Pemberhentian sedang dalam Proses. Saudara

Fadlin juga mengakui memiliki kewenangan untuk

melaksanakan proses pengangkatan pemindahan

dan pemberhentian sebagai ASN, dimana

kewenangan-kewenangan tersebut adalah

kewenangan foB sebagaimana diataur dalam PP 11

Tatrun 2Ol7

5) Bahwa keterangan yang diberikan oleh Saudara

Ruski Hamid dan Ilhamsyah Dj sebgai L,embaga

terkait di dalam persidangan mendasarkian

keterangan-keterangannya kepada PP 11 Tahun

2OL7 diantaranya Pasal 261. Seharusnya lembaga

terkait konsisten menggunakan PP 11 Tahun 2Ol7

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dimana

pada Pasal 254 menyebutkan bahwa PNS wajib

mengundurkan diri sebagai PNS pada saat

ditetapkan sebagai calonn Anggota DPRD oleh

lembaga yang bertugas melaksanakan pemilihan

umum.

Bahwa berdasar atas keterangan dan kesaksian dari

Pihak Pelapor dan Terlapor sebagaimana diatas, serta

bukti surat dari Terlapor maka kami dari Terlapor

berkeyakinan bahwa Pelapor. tidak mampu

membuktikan laporan terkait temuan dugaan

pelanggaran administrasi pemilu atas Terlapor;--------

Bahwa selanjutnya, dugaan berdasar alat-alat bukti,

saksi dan surat-surat dari Terlapor berkeyakinan

bahwa Terlapor telah mampu membuktikan

bantahannya atas laporan Pelaporserta telah

membuktikan pula bahwa Terlapor telah

melaksanakan tahapan pemilu 2019, dengan

Prosedural, Hofesional dan berdasarkan ketentuan

regulasi yang ada;------

Selanjutnya, kami selaku Terlapor memohon

kehadapan majelis Persidangan Bwaslu Sulawesi

Barat untuk kiranya berkenan menyatakan

Putusannya sebagai berikut : -----------

a
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1. Menolak permohonan Pelapor untuk seluruhnya;

2. Apabila m4jelis Persidangan Bawaslu Provinsi

Sulawesi Barat berpendapat lain, mohon Putusan

yang seadil-adilnya (ex aequomo et bonol.----

9. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

a. Bahwa adapun fakta-fakta yang terungkap di dalam

sidang pemeriksaan pada pokoknya adalah : ------------

- Bahwa benar Drs. M. Tasrif A. Tjinta terdaftar dalam

Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten

Majene, Daerah Pemilihan Majene L, pada nomor

urut 1 Partai Gerakan Indonesia Raya (selanjutnya

disebut Partai Gerindra);(Bukti P3 dan Tg)------------

- Bahwa benar Drs. H. M. Tasrif A. Tjinta adalah

seorang Pegawai Negeri Sipil dan menjabat sebagai

Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan

Kab. M4jene.(Bukti P2,T2, dan keterangan saksif---

- Bahwa benar Sekretariat Daerah Kabupaten Majene

telah mengirimkan surat yang ditt4'ukan kepada

ketua KPU Kab. Majene dengan nomor

O24 I 66 lVllI/ 2Ot8 perihal klarifikasi Pencalonan

Sdr. Drs. H. M. Tasrif A. Tjinta sebagai calon anggota

DPRD tertanggal 20 Agustus 2018, dan telah

diterima oleh KPU Kab. Mejene pada tanggal 2l
Agustus 2018 yang diwakili staf KPU Kab. Majene

atasnama Zulkifli; (Buktt P1rT1, dan P.7!

- Bahwa benar KPU Kab. Majene tidak melakukan

klarifikasi kepada partai Gerindra terkait tanggapan

dan/atau masukan dari Pemerintah Daerah Kab.

M4j ene. (Keterangan Terlapor Munawir) - - - - - - - --- - - --

b. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti para

pihak Majelis pemeriksa berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Bawaslu

- Bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat 2 (dua) huruf d

Undang-undang nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang

Pemilihan Umum menyebutkan "Bawaslu Provinsi

bertugas untuk memeriksa, mengkaji, dan memutus

pelanggaran administrasi pemilu';

- Bahwa berdasarkan Pasal 99 Undang-Undang

t;

a
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Nomor 7 Tahun 2OL7 Tentang Pemilihan Umum

yang menyatakan Bawaslu Provinsi berwenang

"Menerima dan menindaklanjuti laporan yang

berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap

pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang

mengatur mengenai pemilu' ; -'------.
- Bahwa Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2Ol7 Tentang Pemilihan Umum

menyebutkan nPelanggaran Administratif Pemilu

meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur,

atau mekanisme yang berkaitan dengan

administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap

tahapan penyelenggaraan Pemilu' ;

- Bahwa berdasarkan Pasal 461 ayat (5) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2OL7 Tentang Pemilihan

Umum mengatur oBawaslu, Bawaslu Provinsi,

Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutus

penyelesaian pelanggaran administratif pemilu

paling lama 14 (empat belas) hari ke{a setelah

temuan dan laporan diterima dan diregistrasi", serta

pada ayat (6) mengatur tentang uPutusan Bawaslu,

Bawaslu Provinsi, Bawaslu KabupatenlKota, untuk
penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu

Berupa:

1. Perbaikan administratif terhadapap tata cara,

prosedur, atau mekanisme sesuai dengan

ketentuan perundang- undangan ;

2. Teguran Tertulis; --------

3. Tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam

penyelenggaraan Pemilu; dan ------

4. Sanksi administratif lainnya sesuai dengan

ketentuan dalam undang-undang ini".

Terhadap Pokok-Pokok Laporan

- Menimbang, bahwa Penemu menerima surat dari

Pemerintah Kab. Majene Nomor L3O /Il12018
tertanggal 23 Agustus 2018 Perihal Laporan Calon

Anggota DPRD Kabupaten Majene yang berstatus

t

PNS.
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- Bahwa isi surat tersebut menyebutkan Pegawai

Negeri Sipil atas nama Drs. H.M. Tasrif A Tjinta yang

diduga telah terdaftar pada Partai Gerindra dan

diusulkan sebagai bakal calon anggota DPRD Kab.

Majene pada Dapil 1 Majene

- Bahwa berdasarkan hasil penelusuran Penemu

terhadap informasi tersebut, ditemukan adanya

surat tanggapan dalrrl atau masukan dari

masyarakat yang dikirimkan oleh Pemerintah Kab.

Majene dengan nomor O24 I 66 /Ylll / 2018 tertanggal

20 Agustus 2018 kepada Terlapor dan telah diterima

oleh Terlapor pada tangal 21 Agustus 2018;--

- Bahwa sub-tahapan untuk menerima masukan dan

tanggapan masyarakat atas DCS anggota DPR,

DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota dimulai

tanggal 12 Agustus 2018 sampai dengan 21 Agustus

20r
- Bahwa berdasarkan sub-tahapan sebagaimana

diatur pada Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2Ol8

tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7

Tahun 2Ol7 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan umum Tahun 2Ol9

(selanjutnya disebut PKPU 5 Tahun 2018 ), terhadap

masukan dartl atau tanggapan dilakukan
Permintaan klarifikasi kepada Partai Politik atas

masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DCS

anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD

Kabupaten/Kota dimulai tanggal 22 Agustus 2018

sampai dengan 28 Agustus 2018;--

- Bahwa atas tanggapan dari Pemerintah Kab. Majene

tersebut. Sampai dengan berakhirnya masa

permintaan klarifikasi kepada partai politik, Terlapor

tidak meminta Klarifikasi terhadap partai Gerindra

yang menjadi partai pengusul dari Drs. H.M. Tasrif A

ljinta dengan dalil sebagai berikut :---------

a. Dokumen yang diklarifikasi adalah terkait

dokumen pemberhentian Drs. H. M. Tasrif A.

Tjinta sebagai Aparatur Sipil Negara;--
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b. Dokumen yang diklarifikasi bukanlah dikumen

syarat calon untuk ditetapkan kedalam Daftar

Calon Sementara (DCS).

c. Dokumen yang diklarifikasi belum pernah

diterima dan dimasukkan ke KPU Kab, Majene

oleh Partai Politik Yang mengajukan sehingga

tidak rasional untuk mempertanyakan dan

mengklarifikasi dokumen yang tidak pernah

diserahkan ke KPU Kab. Majene.

- Menimbang bahwa terkait dalil-dalil tersebut di atas,

Majelis berpendapat sengai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (selanjutnya

disebut PKPU 20 Tahun 2018) yang menyatakan
UKPU, KPU Provinsi/KlP Aceh, dan KPU

Kabupaten/Kota mengumumkan DCS Anggota

DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

sebgaimana dimaksud ayat (1) untuk mendapat

masukan dan/atau tanggapan masyarakat

terkait persyaratan bakal calon,.. . . dst" ; ------

2. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) PKPU 20

Tahun 2018 menyatakan "KPU, KPU Provinsi/KlP

Aceh, dan KPU Kabupaten/Kota meminta

klarifikasi kepada Partai Politik atas masukan

dql atau tanggapan dari masyarakat terhadap

DCS anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD

KabupatenlKota selam 7 (tujuh) hari setelah

berakhirnya masa masukan dan/atau tanggapan

dari

3. Bahwa berdasarkan pedoman teknis yang

tertuang pada Halaman 40 Tabel 7 Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 876/PL.OI.a-Kpt/06/KPU lvIIl2OLg
tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan verifikasi

40



.l

r{
i: {,i}

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan

Rakyat Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut SK

876 Tahun 2018) yang menyatakan ul.ampiran

Formulir Model BB1 berdasarkan Jenis Pekerjaan

san status khusus yang dicantumkan bakal calon

pada surat pernyataan, dokumen yang diteliti

1) Surat Pengajuan Pengunduran Diri dari

jabatan tertentu)

2) Tanda terima dari pejabat yang berwenang

atas PenYerahan surat Pengajuan

pengunduran diri);

3) Surat keterangan bahwa pengajuart

pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat

yang berwenang; --------

4. Bahwa pada pokoknya setelah mencermati

peraturan tersebut diatas, majelis tidak

menemukan prosedur terkait dengan penilaian

terhadap masukan dan/atau tanggapan sebelum

meminta klarifikasi kepada partai politik,

sehingga tindakan Terlapor dalam hal melakukan

penilaian terhadap masukan dan/atau

tanggapan untuk menentukan apakah akan

ditindaklaiuti dengan klarifikasi atau tidak

adalah tindakan unprosedural atau tidak

berdasar

5. Bahwa terkait datil Terlapor yang menyebutkan

d.okumen yang ditanggapi oleh Pemerintah

Daerah Kab. Majene bukanlah dokumen syarat

calon. Majelis pemeriksa berpendapat lain yakni

dokumen yang di tanggapi oleh Pemerintah Kab'

Majene merupakan syarat calon sebagaimana

diatur pada Pasal 8 ayat (3) PKPU 20 Tahun 2018

yakni : 1. Surat pengunduran diri sebagai

Aparatur Sipil Negara, 2. Tanda terima dari

Pejabat yang berwenang atas penyerahan surat

pengajuan pengunduran diri, dan 3' Surat

i
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Keterangan batrwa pengajuan pengunduran diri

sebagaimana dimaksud sedang diproses' -- - ----- - --

6. Bahwa setelah meneliti dokumen syarat calon,

yang diajukan oleh Penemu maupun Terlapor

ditemukan bahwa surat pengunduran

diri/meletakkan jabatan sebagai Sekretaris

Badan Penelitian dan Pengembangan Kab'

Majene dibuat tanggal 1O Juli 2018 dan diterima

tanggal 11 Juli 2018 berdasarkan Disposisi yang

ditandatangani oleh saksi Drs. Arifuddin selaku

Pj. Sekretaris KabuPaten Majene

7. Bahwa berdasarkan surat pernyataan yang

dibuat oleh Drs. H. M. Tasrif A. Tjinta dan

ditandatangani pada tanggal yang sarna dengart

surat pengunduran diri/meletakkan jabatan

yakni tanggal 10 Juli 2018 ditemukan kata
upengunduran diri dengan hormat sebagai

Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam hal ini Pensiun"'

8. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs'

Arifuddin dan Fadlin FK pada sidang

pemeriksaan yang menerangkan antara

pengunduran diri dan pensiun merupakan hal

yang sama sekali berbeda secara konsep,

sehingga dokumen syarat calon lain yakni Surat

Keterangan BKPSDM nomor

8O0/BKPSDM/788/Vll/2Ot8 yang digunakan

oleh Drs. H. M. Tasrif A. Tjinta sebagai syarat

calon bukan merupakan Surat Keterangan

pengajuan pengunduran diri sedang diproses

melainkan Surat Keterangan bahwa pengajuan

pensiun sedang diproses. Hal ini sejalan dengan

keterangan saksi Arifuddin dan Fadlin yang

menrangkan jika Drs. H. M. Tasrif A. Tjinta

memasuki batas usia pensiun pada 1 September

2018
g. Bahwa berdasarkan Pasat 261 ayat (1) dan (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ol7

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

*
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(selanjutnya disebut PP 11 Tatrun 2017), yang

menyatakan ' (1) Permohonan berhenti sebagai

PNS diajukan seca-ra tertulis kepada Presiden

atau PPK melalui PyB secara hierarki; {2\

Permohonan Pemberhentian atas Permintaan

Sendiri disetujui, ditunda, atau ditolak diberikan

setelah mendapat rekomendasi ffB.
10. Bahwa berbeda dengan apa yang di.ielaskan pada

poin 9 diatas, Pensiun sebagaimana diatur pada

Pasal 239 ayat (1) PP 11 Tahun 2OL7 Yang

menyebutkan "PNS yang telah mencapai usia

pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai

PNS" dan pada Pasal 262 PP 1 1 Tahun 2OL7 yang

menyatakan . (1) Kepala BKN menyampaikan

daftar perorangan calon penerima pensiun

kepada PNS yang akan mencapai Batas Usia

Pensiun melalui PPK paling lama 15 (lima belas)

bulan sebelum PNS mencapai Batas Usia

Pensiun; (2) PPK atau $B menyampaikan usulan

PNS yang mencapai usia pensiun kepada

Fresiden atau PPK berdasarkan kelengkapan

berkas yang disampaikan oleh PNS paling lama 3

(tiga) bulan sejak Kepala BKN menyampaikan

daftar perorangan calon penerima pensiun; (3)

Presiden atau PPK menetapkan keputusan

pemberhentian dan pemberian pensiun paling

lama 1 (satu) bulan sebelum PNS mencapai Batas

Usia Pensiun.-

11. Bahwa Majelis berpendapat jika tanggapan

dan/atau masukan itu menurut penilaian

Terlapor tidak mencukupi syarat untuk

dilakukan klarifikasi, Terlapor cukup bertindak

dengan berdasarkan Pasal 18 ayat (8) PKPU 20

Tahun 2018 yang menyatakan "dalam hal

terdapat keraguan dan/atau masukan dari

masyarakat terhadap dokumen syarat bakal

calon, KPU, KPU Provinsi/KlP Aceh, KPU/KIP

Kabupaten/Kota dapat melakukan klarilikasi

a
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kepada instansi Yang berwenangl'

12. Bahwa adapun Dokumen-dokumen yang dapat

menimbulkankeraguanadalahsebagaiberikut:--

a. Formulir BB.1 dan BB'2 Atas narna Drs' H' M'

Tasrif A.

Aparatur

Tjinta bertuliskan "Pekerjaan :

Sipil Negara', sedangkan Pada

dokumen syarat calon yang lain dari Drs' H'

M. Tasrif A. linta khususnya pada dokumen

Surat Keterangan Kesehatan Jiwa' Surat

Keterangan Kesehatan Jasmani' Surat

Keterangan Bebas Narkoba, Surat Keterangan

Catatan Kepolisian (SKCK), dan surat

keterangan tidak pernah sebagai Terpidana

bertuliskan *pekerjaan : Pensiunan PNS atau

Pensiunan" .----'--'-

b. Bahwa dokumen Surat Keterangan Kesehatan

Jiwa, Surat Keterangan Kesehatan Jasmani'

dan Surat Keterangan Bebas Narkoba dibuat

pada tanggal 10 Juli 2018 bertepatan dengan

tanggal dibuatnya surat pengunduran diri

Drs. H. M. Tasrif A. Tjinta.

c. Batrwa surat pengunduran diri Drs' H' M'

Tasrif A. Tjinta ditanda tangani pada 10 Juli

2018 tapi jika dibandingkan dengan Surat

Keterangan BKPSDM nomor

80O/BKPSDM/ 788 / Vll I 20 L8 maka ditemukan

bahwa berkas pengusulan pensiun diterima

pada tanggal 22 Juni 2018, sehingga

menimbulkan keyakinan bagi majelis bahwa

surat keterangan ini jelas permohonan

pensiun bukan Pengunduran diri

c. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat terhadap hasil

pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b' mengambil

kesimpulan sebagai berikut : ----------

1. Bahwa Terlapor tidak melakukan klarifikasi terhadap

Partai Gerindra atas masukan dan/atau tanggapart

dari Pemerintah Daerah Kab. Majene

2. Bahwa isi masukan dan/atau tanggapan dari

M
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-



Pemerintah Daerah Kab' Majene adalah

memPersoalkan sYarat calon' ----

3. Bahwa antara pengunduran diri dan pensiun adalah

sesuatu Yang berbeda.

4. Bahwa tanpa masukan dan/atau tanggapan dari

Pemerintah Daerah Kab. M4jene, Terlapor masih tetap

dapat melakukan klarifikasi berdasarkan "keragu arl''--

l.Undang-UndarrgNomorTTahun2ot7tentangPemilihart

Umum;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8

Tahun 2Ol8 tentang Penyelesaian Pelanggaran

Administratif Pemilihan Umum

MINGADILI

1. Menyatakan KPU Kab. Majene telah melakukan pelanggaran administrasi

terkait tata cara dan prosedur tahapan pencalonan Anggota DPR'DPD'

DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Presiden dan Wakil Presiden

pada sub-Tahapan masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS anggota

DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota ; ----------

2. Memerintahkan kepada KPU Kab. Majene untuk membatalkan status calon

tetap dalam Daftar calon Tetap dari Partai Gerindra Dapil 1 Majene atas

narna Drs. H. M. Tasrif A. Tjinta;

3. Memerintahkan kepada KPU Kab. Majene untuk memperbaiki tata cara

dan prosedur pada Sub-Tahapas masukan dan tanggapan masyarakat atas

DCS anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten I Kota' dengan

' melakukan klarilikasi terkait dokumen syarat calon atas nama Drs' H' M'

Tasrif A. Tjinta kepada Partai Gerindra sesuai mekanisme dan tata cara

yangdiaturda1amperaturanperundang-undangarryangberlaku;

4. Memerintahkan Kpu Kab. Majene untuk melasanakan putusan paling

lambat 3 (Tiga) hari kerja sejak putusan dibacakan'

Demikian diputuskan pada rapat Pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat oleh

1) Sulfan Sulo, S.IP.,M.Si., sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, 2)

Ansharullah A. Lidda, s.H.,M.H., 3) Supriadi Narno, s.Pd.,M.si., 4) Fitrinela

Patonangi, $.H.,M.H., dan 5) usman, s.Hi.,M.AP., masing-masing sebagai

anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, dan dibacakan dihadapan para

pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal dua puluh empat,

bulan September, tahun dua ribu delapan belas'
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Anggota

TTD

Anggota

TTD

(Fttrinela Patonangl, S.H.,U.H.}

Ketua

TTD

(Sulfan Sulo, S.IP.,M.Si.f

Tlwa,S.H.)

Anggota

TTD

(Suprladl Narno, S.Pd.,M.Sl.l

Anggota

TTD

(Usman, S.Hl.,M.AP.|

(Ansharullah rL Lldda, S.H.,M.II.!
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